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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU
JI. Jenderal Ahmad Yani No. 8 Telpon 0411-436 488
MAKASSAR 90144

SURAT KETERANGAN
Nomor :070 /412 /DPMPTSP / VI /2020

Yang Bertanda Tandan dibawah ini :

Nama :NUR INTAN ABDULLAH, SE,MM
NIP : 19700730 200112 2 001

Pangkat /Gol : Penata TK.1 / Ill.d

Jabatan : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Moch. Dienul Fajry Kadir
NIM : E051171001 / Universitas Hasanuddin
Jurusan . llmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan PENELITIAN pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 24 Juni 2020

An. KEPALA DINAS

{ s g Dk
THRAS PERANAMAR EO’;:; f
PENANAR TERPAY 8200 L
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR i

DINAS PENATAAN RUANG  £%isian

"‘ DINASPENATAAN RUANG

; JI. Urip Sumoharjo No. 8, Makassar 90144 ‘ g TRROIAR
$®(0411) 435-550 Fox: (0411)436-567 [<] distaru.mks@gmail.com e

SURAT KETERANGAN
NOMOR: o3 /231/pistanl Al (2220

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.ANDI APRIADY, SH., MH

NIP : 19640421 1985101001

Pangkat / Golongan : Pembina Tk.1/1V-b

Jabatan . Plt. DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama . MOCH. DIENUL FAJRY KADIR

Nim/ Jurusan : E051171001 / llmu Pemerintahan

Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS

Judul : “TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DI KOTA MAKASSAR”.

Telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terhitung
mulai tanggal 24 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Juli 2020
PIt. KEPAi.Z%;\NAS

@ Distaru_mks o Distaru Kota Makassar o Distaru_mks
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Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Belakang Teknis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Makassar

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi Tata ruang
dan Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
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Wawancara dengan Kepala Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Wawancara Kepala Bidang Pelayanan Depan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
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Sarana dan Prasarana DPM-PTSP Kota Makassar
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Penertiban bangunan yang tidak sesuai izin di jl. Landak baru yang
dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
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